
 

LAPORAN PENGGUNAAN/PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI 
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI 

        LACK - 1 
Nama Perusahaan  : (1)…      
NPPBKC  : (2)…      
Alamat Perusahaan  : (3)…      
NPWP  : (4)…      
Jenis BKC sebagai bahan baku/penolong  : (5)…    Laporan Bulan : (6)………………. 
         

Hasil Produksi BKC Jumlah BKC yang digunakan No. 
Urut 

 Jenis Jumlah Satuan Saldo Awal Pemasukan Pemakaian Saldo Akhir 
Keterangan 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 (5+6-7) 9 
         

                  
(7)… (8)… (9)… (10)… (11)… (12)… (13)… (14)… (15)… 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
         
       Dibuat  di (16)…………………………………….. 
      Pada Tanggal (17)……………………………….. 
                                 Pengusaha Pabrik 
         
         
       (………(18)…………..) 

LAMPIRAN III 
PERATURAN  MENTERI KEUANGAN 
NOMOR                                                                                                                                                                                                    
TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI 
 



 

 
TATA CARA PENGISIAN 

LAPORAN PENGGUNAAN/PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI 
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI 

 
Nomor (1) : Diisi nama perusahaan. 
Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). 
Nomor (3) : Diisi Alamat Perusahaan. 
Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan. 
Nomor (5) : Diisi jenis BKC yang digunakan sebagai bahan baku/penolong. 
Nomor (6) : Diisi bulan penggunaan/persediaan BKC. 
Nomor (7) : Diisi nomor urut. 
Nomor (8) : Diisi jenis hasil produksi BKC. 
Nomor (9) : Diisi jumlah hasil produksi BKC. 
Nomor (10) : Diisi satuan hasil produksi BKC. 
Nomor (11) : Diisi saldo awal BKC yang digunakan. 
Nomor (12) : Diisi jumlah pemasukan BKC ke gudang. 
Nomor (13) : Diisi jumlah pemakaian BKC ke produksi BKC lainnya. 
Nomor (14) : Diisi saldo akhir (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi 

pemakaian). 
Nomor (15) : Diisi keterangan lainnya. 
Nomor (16) : Diisi kota/kabupaten tempat pembuatan laporan. 
Nomor (17) : Diisi tanggal pembuatan laporan. 
Nomor (18) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap pimpinan perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 

MENTERI KEUANGAN, 
 

 
 
SRI MULYANI INDRAWATI 
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